BAB 5
PENUTUP
5.1.  Pengantar

Dalam bagian penutup ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran atas apa
yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Lebih khususnya, akan
disimpulkan mengenai 2 (dua) hal yaitu, pengaturan hak veto yang terdapat di
dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 serta kaitannya antara Pasal 20 Ayat (2) dan
Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945. Selain itu, dalam bab ini akan diberikan saran-saran

konkret terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.
5.2. Keberadaan Hak Veto dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945

Pada kesimpulannya, hak veto secara tidak langsung diatur di dalam Pasal
20 Ayat (2) UUD 1945 atau disebut sebagai “semacam hak veto”. Hal tersebut
mengacu pada pengaturan hak veto yang terdapat di Amerika Serikat, bahwa
Presiden Amerika Serikat dapat memberikan sikapnya terhadap rancangan
undang-undang yang telah disusun oleh Dewan dan Senat. Sikap tersebut dapat
memberikan persetujuan atau penolakan (veto) terhadap rancangan undang-
undang tersebut. Sama halnya dengan Presiden Republik Indonesia, di mana
Presiden dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan
undang-undang yang sedang dibahas. Namun perbedaannya, Presiden Amerika
Serikat tidak terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang. Sementara di
Indonesia, Presiden terlibat di dalam pembahasan rancangan undang-undang
bersama DPR.

5.3. Kaitan antara Hak Veto dengan Bunyi Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945

Apakah “semacam hak veto” berdampak pada Pasal 20 ayat (5) UUD
1945, ternyata tidak, mengapa demikian karena hak veto yang dimiliki Presiden
Republik Indonesia sifatnya negatif, artinya hanya sebatas pada jangka waktu 30
(tiga puluh) hari. Artinya, lewat dari jangka waktu yang ditentukan tersebut,

rancangan undang-undang tetap wajib diundangkan dan sah menjadi undang-
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undang meskipun tanpa adanya pengesahan dari Presiden Republik Indonesia.
Hak veto yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia pun hanya terbatas
dalam pembahasan rancangan undang-undang saja, tidak berpengaruh pada Pasal
20 ayat (5) UUD 1945.

5.4. Saran

Untuk meningkatkan kualitas dari produk legislasi serta menghilangkan
berbagai kepentingan yang terdapat di dalam pembentukan undang-undang, maka
dalam tulisan ini disarankan beberapa hal, yang di mana saran ini ditujukan

kepada Lembaga Legislatif dan Lembaga Kepresidenan, sebagai berikut:

1. Membuka ruang partisipasi publik, untuk menghindari berbagai
kepentingan terhadap pembentukan undang-undang maka dibutuhkan
peran aktif dari masyarakat terhadap DPR. Partisipasi dari masyarakat ini
dapat dikatakan penting, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari prinsip
kedaulatan negara Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat yang dijelaskan
dalam asas keterbukaan menurut UU tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Untuk saat ini, partisipasi masyarakat dapat
dilakukan melalui situs peraturan.go.id. Namun, dalam situs tersebut
masyarakat tidak bisa secara langsung menyampaikan pendapatnya secara
online. Melainkan dalam situs tersebut pendapat masyarakat dapat
disampaikan dalam rapat koordinasi, seminar, konsultasi publik dan
sebagainya.

2. Pembentukan undang-undang harus dapat mengakomodir sifat asli bangsa
Indonesia, yaitu prinsip gotong royong. Maksudnya ialah, melalui prinsip
tersebut Presiden dan DPR diharapkan memiliki kesadaran penuh bahwa
rancangan undang-undang yang dibentuk dan nantinya akan disahkan
menjadi undang-undang, maka undang-undang tersebut harus bisa
melindungi masyarakat yang kurang berdaya atau preferential option for

the poor. Prinsip gotong royong tidak dapat dilepaskan dari masyarakat,
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karena adanya seorang Presiden dan orang-orang yang duduk di kursi DPR
tidak terlepas dari peran masyarakat dalam rangka pemilihan umum.
Pembentukan undang-undang harus dapat mengakomodir asas
profesionalitas dan asas akuntabilitas. Maksud dari asas profesionalitas di
sini ialah, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat
syarat untuk menjadi anggota DPR/Legislatif yang terdapat di dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD tidak mensyaratkan calon anggota DPR memiliki
keahlian dalam menulis, khususnya membentuk peraturan perundang-
undangan. Maka, melalui asas profesionalitas di sini, anggota DPR harus
mendapatkan semacam pelatihan pembentukan peraturan perundang-
undangan agar undang-undang yang dibentuk sesuai dengan asas yang
terdapat di dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Sedangkan asas akuntabilitas maksudnya ialah, bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini
tidak hanya pada hasil kerja, seperti pembentukan undang-undang. Tetapi,
pengeluaran keuangan dalam pembentukan undang-undang harus dapat
dipertanggungjawabkan oleh legislatif. Mengingat pembentukan undang-
undangan rawan dengan politik uang, sehingga memunculkan istilah UU
“basah” dan UU “kering”.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam
pembentukan undang-undang, perlu mengakomodir semacam hak veto.
Caranya ialah, dengan mengeluarkan terlebih dahulu kewenangan Presiden
dari proses legislasi. Namun, model ini memerlukan jalan panjang karena
harus melalui proses amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, model

semacam hak veto ini lebih bersifat jangka panjang.
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